
 
 

KEPALA DESA PEJAMBON 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PEJAMBON, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 tahun 2014 sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri momor 20 tahun 2018 Kepala Desa Pejambon Nomor tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan  Pemerintah Desa Pejambon, 

maka perlu dibuat Peraturan Kepala Desa. 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 

perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi di 

lingkungan Pemerintah Desa Pejambon; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 ; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme mbentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); 

 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Undang Undang nomor 19 tahun 2019 perubahan 

kkedua atas Undang Undang momor 30 tahun 2002); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern 

Pemerintah [ lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890 }; 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 

 7. Permendes PDTT nomor 8 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi di lingkungan Kemeneterian Desa Pembangunsn Daerah tertinggal 



dan Transmigrasi; 

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Tekhnis Peraturan di Desa; 

 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

2. Desa adalah Desa Pejambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa 

dalam kurun waktu tertentu. 

6. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

7. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas,yang meliputi penerimaan atau pemberian uang 

/setara uang, barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma dan fasilitas lainya. 

8. Pedoman Pengendalian gratifikasi adalah acuan untuk pedoman pengendalian penerimaan 

gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan 

partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan 

pengendalian gratifikasi 

9. Unit Pengendalian gratifikasi Desa Pejambon yang selanjutnya disingkat UPG Desa Pejambon 

adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi 

dilingkungan Pemerintah Desa Pejambon. 

10. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat / pegawai yang patut di duga memiliki 

kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangan secara tidak 

patut. 

11. laporan gratifikasi adalah laporan dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan 

gratifikasi yang dituangkan dalam formulir laporan oleh pelapor; 

12. Formulir laporan gratifikasi adalah lembaran isian yang telah di sediakan. 

 

 

 

 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang : 

(1) Maksud dan tujuan serta prinsip dasar tentang pedoman pengendalaian gratifikasi di tingkat 

Desa; 

(2) Mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi; 

(3) Unit Pengendalisn Gratifiksi tingkat Desa; 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP DASAR 

 

Bagian kesatu 

Maksud dan tujuan 

 

Pasal 3 

(1) Peraturan ini bermaksud untuk memberi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam memahami 

dan mengendalikkan , mengelola gratifikasi di lingkungan pemerintah Desa. 

(2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan dan pemahaman kepada aparat pemerintah Desa 

dalam hal gratifikasi. 

(3) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan Menciptakan kinerja yang transparan dan akuntabel 

dilingkungan pemerintah desa guna menciptakan integritas kinerja di lingkungan pemerintah 

Desa. 

 

Bagian kedua 

Prinsip Dasar 

 

Pasal 4 

Setiap aparatur pemerintah Desa wajib menolak gratifikasi jika diketahui sejak awal 

berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. 

 

BAB IV 

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 

 

Bagian kesatu 

Pelaporan 

 

Pasal 5 

(1) Setiap aparatur pemerintah Desa wajib melaporkan kepada UPG pemberian gratifikasi yang di 

terima. 

(2) Pelaporan sebagaimana ayat 1 ( satu ) dapat di sampaikan secara tertulis atau melalui sarana 

Electronik yang telah di sediakan oleh Desa. 

 

Bagian kedua 

Penetapan status gratifikasi 

 

Pasal 6 

a. Setiap pemberian berupa barang, uang hadiah, dan jasa lain berupa tiket wisata, tiket hiburan 

dan peberian lainya yang diluar ketentuan peraturan yang berlaku maka dinyatakan gratifikasi. 

b. Setiap penerimaan gratifikasi wajib di laporkan kepada UPG paling lambat 7 ( tujuh ) hari 



 

BAB V 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TINGKAT DESA 

 

Bagian ke satu 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di tingkat Desa maka dibentuk Unit Pengendalian 

Gratifikasi ( UPG ). 

(2) Susunan pengurus Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana ayat 1 ( satu ) terdiri dari : 

a. Pembina : Kepala Desa 

b. Pengarah : BPD 

c. Sekretaris : Sekretaris Desa 

d. Anggota : Seluruh perangkat Desa 

(3) Guna membantu kinerja UPG tingkat desa dapat dibantu oleh Bhabinkamtibmas Desa dan 

Babinsa. 

 

Bagian kedua 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 8 

Tugas 

a. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi harus menyediakan Sarana Prasarana dalam bentuk 

formulir dan atau bisa sarana prasarana Electronik, demi menerima laporan jika terjadi 

Gratifikasi di tingkat Desa. 

b. Tim Unit Pengendalian melakukan sosialisasi terkait keberadaan UPG di tingkat Desa. 

c. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor guna mengantisipasi serangan balik dari pejabat 

yang di laporkan. 

 

Fungsi 

a. Mengurangi (Meminimalisasi) terjadinya gratifikasi, kolusi, Nepotisme di tingkat Desa. 

b. Terciptanya Transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa, 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Desa Pejambon. 

 

Pasal 10 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Desa Pejambon. 

 

Ditetapkan di Pejambon 

Pada tanggal 25 Maret 2022 
 

KEPALA DESA PEJAMBON 

 

 

 

 
ABD. ROKHMAN 

 

Diundangkan di Pejambon 

Pada tanggal 25 Maret 2022 
 

SEKRETARIS DESA PEJAMBON 

 

 

 

 

 

 ALVIN MUJAHID 
 

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2022 NOMOR 02 


